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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai
berikut dalam perkara antara:
RAKIMAN bin WAHID, bertempat tinggal di Tambak Rejo
RT. 06/04, Desa Tambak Rejo, Kecamatan/Kabupaten
Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa,
S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Edi Santosa, S.H.,
M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56
Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;
Lawan:
1. SUTIKNO, bertempat tinggal di Desa Lawangrejo RT.
03/04, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
2. AMANI, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa
Lawangrejo RT. 01/04, Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang;
3. Hj. AISAH BAETUN, bertempat tinggal di Desa
Randudongkal RT. 31/04, Kecamatan Randudongkal,
Kabupaten Pemalang;
Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Fajar Ari
Sudewo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor
Hukum Fajar dan Rekan, beralamat di Jalan Pala Il Timur
Nomor 8, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten
Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;
Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;
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Direktori Rugtirsang, Mk dbrasanke) sore-$d@f yHhdi ket gxaasia
putusapamyyarhagiard - Jgdgatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);

3. Menyatakan ketiga tanah objek sengketa hak milik sah Penggugat;

4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) mencoret nama Rakiman pada Petuk/Letter C
Nomor 363 menjadi Aisah Baetun;

5. Menyatakan Petuk/Letter C Nomor 936 atas-nama Aisah baetun batal
demi hukum dan segala hal macam akta atau surat apapun bentuk,
jenis atau sifatnya yang diterbitkan berdasarkan Petuk/Letter C tersebut
batal demi hukum;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti
rugi materiil berupa:

1) Biaya dalam perkra ini Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah);

2) Honorarium Pengacara Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar
kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap
hari manakala mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini
secara sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan isi putusan
dalam perkara ini untuk seluruhnya;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk
memberikan 1 (satu) eksemplar salinan putusan dalam perkara ini
kepada Kepala Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang menjadi dasar hukum mengembalikan nama Rakiman
(Penggugat) pada Petuk/Letter C Nomor 363;

10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih
dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan),

banding maupun kasasi;
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Direkito MeRyuiikiserarh/eikguisadardgngio R podliémbag@onias i a
putusan.mykraraliggung.go.id
Atau: Apabila Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain mohon agar

berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat nebis in idem;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon
kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil kepada
Penggugat Ill dalam Rekonvensi (Hj. Baetun), sebesar Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah) setiap tahunnya dihitung sejak tahun 1997 sampai
dengan diserahkannya tanah objek sengketa kepada Penggugat dalan
Rekonvensi (Hj. Baetun) secara utuh;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi membayar kerugian imateriil kepada
Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri
Pemalang dengan putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Pml., tanggal 2
Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat |, Tergugat Il, dan Tergugat Ill;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp1.721.500,00 (satu juta tujuh ratus dua
puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah dengan putusan Nomor 456/PDT/2017/PT SMG, tanggal 10
Januari 2018;
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Direktori Rughiibarg, Malkvk asasalanA@usg Bapiu biikibedaaasia
putusarepatisaPeashel) Kakasi pada tanggal 12 Februari 2018 kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 diajukan
permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana ternyata
dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Pml.,
Nomor 456/PDT/2017/PT SMG, Nomor 4/Pdt.K/2018/PN Pml., yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 6 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;

- Membatalkan putusan PT. Tingkat Banding dan PN. Pemalang;
- Memberikan beban biaya sesuai ketentuan hukum;

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi
telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal
6 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan
dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai
berikut:
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Direktori Raivsaiudshalabearaiirbigatng Repuhlikréngo pegia
putus ameRdltikia aauig#0 - Widex Facti/Pengadilan Negeri Pemalang dengan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard) dapat dibenarkan, karena ternyata objek sengketa dalam perkara
a quo telah ditentukan statusnya dalam putusan perkara terdahulu yang
putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara
ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAKIMAN BIN
WAMHID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RAKIMAN BIN
WAHID tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
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Direktori Raiwsaim Madplkkamah Agung Remehdikaleidonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd ttd
H. Hamdi, S.H., M.Hum. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Zahrul Rabain , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

TTMeterain....... Rp 6.000,00
2Redaksin.... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp489.000,00

Jumlah .................. Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001
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